Salah satu syarat esensiel adanya suatu negara, yakni wilayah negara.
Sebab dx dalam wxlayah negara, icedaulatan negara tersebut berlaku Negara

y y :.k
Arab-lsrael dn Timur Tengah Cheknya }3=dl bekas wxlayah Um Sov1et
pergolakan di bekas wilayah Yugoslavia di Eropa Timur: Gerakan Kanak:di.
Pasifik, ketegangan antara Cina dan Taiwan di Asia dan sebagainya, pada
hakekatnya timbul sebagai akib: uasan wilayah negara,

Hukum Tnf»fn&&@%i{ﬂl}@@@@g&%@@@b@;&@& cara perluasan. wilayah-

Nomor 3:Tahun XXVI



- Hukum dan Pe‘mbangunan' '.

“Sesuai. ketentuan pasal 308 KHL 19825 maka konven31 ini: éeéafa efektif:
berlaku di seluruh duma sejak 16 Nopember 1994. Dengan demikian; ‘dalam:
hal perluasan wilayah negara secara pasxﬁk negara—negara dengan sendirinya

ntuk penyek
embargo, blokade: da

* Konvensi ini mula: berlaku'dua belas bu!an sete!ah tangga! pendeposnan plagam ral:ﬁ&as; atay

WWWWWWWW&W 55
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memehhara perdamalan dah keamaﬁan 1ntemasaonal mempunyai peranan be-
-sar daiam pembentukan KHL 1982 ‘-‘_PBB teiah berperan dalam mengharm0~

ferensi pertama diadakan tahun 1958 yang hasﬂnya gagal’ dalam menghar—
monisasikan kepentmgan nasxonal antar negara, namun telah menghasilkan
empat konvensi dan beberapa resolusi.” Konvensi-konvensi dan resolusi- i
resolusitini, telah dijadikan dasar:dalam’ mengkaja dan merumuskan Hukum
Laut: seian_;utnya Konferensi: kedua, ‘diadakan tahin 1960 yang juga: gagal
dalam menghamonisasikan' kepentmgan nasional antar negara. mengenai Le-
bar Laut Teritorial dan Hak Perikanan di Zona Tambahan. Konferensi ketiga
d1adakan antara TFahun 19?3 1982 yang has;!nya adalah KHL 1982, KHL

32be] e i 15081 ntemas:ona! terhadap masalah hukum iaut, xelah d;!akukan o!eh

ngsa~Bangsa (LBB) dengan Konferensi Hodifikasi Hulum Laut Tahun 1930 di The Hague.
PBE sebaga: pengganti LBE meneruskan usaha ini dengan mengeluarkan resolisi MU No. 1105°00),
tanggal 21 Pebruari 1957, agar Konferensi Mengenai Hukum Laut segera diadakan; Atje Misbach
Muhjiddin, Stams Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan hak Linias Kapal Am:g, Alumni,
Bandung, 1933, hal. 172,

! Empat Konvensi. -yang: dimaksud: 1. mengenai Laut Teritoral dan Zona Tambahan; 2. n\,ngc'lsx
Laut Lepas; 3. mengenai Perikanan dan Perfindungan Kekayaan Hayati Lautan Lepas;. 4. . mengenai
Landas Kontinen. Sedangkan beberapa resclusi antara lain: test nuklir di Laut Lepas; polusi di Laut

Lepas~dengan~bahan-bahan radio * akuif;" Konservasi® perikanan ‘internasional, masalah’ kez]asama
mengenal konservasy, penyelenggaraan konterensi Hukum Laut yang kedua-danlain-lain, :

Momor-3 Tahun XXV




222 i o I }}ukum dan Pembangunan' -

o 1982 mengatur hamp1r semua: aspek mengenai ‘laut serta secara maksimal te~ o
_.lah mengharmomsamkan_berbagal kepentmgan nasxonal dan MI Penyusun—‘

| PBB senanmasa aktif mengikuti perkembangan pemanfaatan laut sesuai -

B ketentuan—ketenman konvenm u'n balk sekarang maupun di masa yang akan
datang s owEd

"De Domimo Mans Pendapatnya kedauiatan suatu negara dapat dxperluas
; apal-kapal: di :laut sejauh jangkauan tembakan me-

kah d1kemukakan oleh Aubert seorang pakar hukum dan Norwegza pada
konferensi "Institute de Droit Internasional” di Kota Hamburg, tahun 1989
?bahwa kepulauan harus dlpandang sebagai satiiunit.®” '

* ‘Buahpikiran-Aubert ini; telah: ‘berkembang dalam bentuk diskusi-diskusi
pada @értemuan—pertemuan orgamsasx-orgamsasx profesz iembaga-}em ga

s “ham.d nnwar, f:’anz:m Eam Hmcum Laul Intemaswnal K’onvens: ﬁ'ukum Laut i982
Djamba!an 1989 ha] 15 : E ;

;Nugrﬁho Wlsm:mum, Rmm Pera:ran Kepulauan Dalam Kanvem: PBB Temang Hua’cwn Lam‘

1932 Dafam furnat fimu Polink, Edisi 3, Sramedia, Takena, 1988, hal. 14,15,
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_'uah plklran_;mx juga pemah dlmmusk_ :

asz Hukum La_ut pada: Konferens1

“selam ‘ieblh darx satu a‘oadf,'ig barulah memperoleh pengakuan masyarakat-
. mternasxonal :

Uralan singkat dl atas dapat dipahaml bahwa perluasan wﬂayah suatu_
' negar sebagaxmana diatur dalam Bab II dan IV.KHL 1982, sebenamya su-

dah:lama. .dikenal ‘dan dxpraktekkan oleh negara-negara,” hanya saja peng-
akua 1nya baru dlbenkan ‘oleh' MI; pada saat'pembubuhan tanda tangan. pada -

"'konvens: 10 Desember 1982 di: Jamatca, terlsnmewa se_;ak 16 No-
1994, saat beriakunya KI-IL 1982 secara efektlf g

i+ Lebar Laut Teritorial ©
1 Halkekat. Negara Kepulauan el SRR :

Pemagaran juridis. terhadap negara kepuiauan dnlakukan dengan mem-
bentuk garis batas wilayah negara'dengan menggunakan'y garis pangkal lurus!
kepulauan yang menghubungkan titik ‘terluar-dari negara kepulauan yang'
bersangkutan. Penarikan garis pangkal lurus kepulauan dllakukan sesuax‘"
ketentuan pasal 47 KHL 11982 &

7 Menurut pasal. 49 ayat (1) KHL: 1982 semua laut selat puiau delta,
semenanjung, ‘sungai dan danau yang berada‘pada bagian dalam dari garis
pangkal lurus kepulauan. yang ditarik-sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982,
berada di bawah kedaulatan suatu negara kepulauan dan tunduk képadabebe-

4% Bush pikiran:Aubert, melahirkan "point to point theory? yang diprakiekkan: -Ameriks Serikat
dan Spanyol dalam Perjanjian Paris tehun-1988 . mengenai Kepulauas ' Philipina; : Norwegia - dengan”
Titzh Rajanya Tahun 1935; Philipina dengan Note Verbalenya tahun 1955; Indonesia dengan
Deklarasi Djuandanya, tahun 1957, UU Prp No, 4 Tahun I960 beserta peraturan pelaksanannya;

C Hakekat dan Makna Negara Kepulauan serta Hakekat Penyeragaman :

Wmmmﬁ,mwmwmmmmmgmwmmwwmm@w n

entara Inggeris dan Norwegia, terkenal dengan "Anglo-Norwegian Fisheries Case”, tzhun 1951,

Nowmor -3 Tahun XXVI




- 224 : S . _ Huluin a’an Pembangunan' )

_ '-ra'a'-kekecuahan’“ _menurut'ﬂl"pmumnya khususnya KHL 1982 Kedaulat—

puiawpulau atau gugusamguﬁusan kepulauan yang berada pada bagzan daiam?
dari garis batas, merupakan satu kesaiuan wilayah. Laut yang mengelilingi
pulau-pulau dan atau gugusan kepulauan yang ada di-dalamnya merupakan-
suaty mata rantal yang menghubungkan daratan tersebut: 'yang.tidak dapat
dxplsah—pasahmn karena sebagai satu kesaman dan persaman Dalam. kaztan

Pandangan Aubert yang d:kemukakan satu abad yang Ialu hanya me-:
nyangkut.kesatuan wilayah, dari waktu ke waktu:sesuai perkembangan za-
man,. telah berkembang menjadi’ kesatuan hukum, pohtlk ekonomi, sosial,:
budaya, 'deologi ,:bahasa, pertahanan dan keamanan suatu nﬂgara };epu}auan E
Khusus untuk Indonesia; Mochtar Kusuma-Atmadja, menambahkan ‘dengan;:

. Kekecualian yang. dimaksud antira lain: ‘Hak Lintas Damai (pasal 52), Hak Lmlas Alur Laut
Kepu]nuan dan 'Gver i:llght él atas alur Iaux kcpulauan {pasal 53 KHL 1982) i =

T Pasal 47 ayat (’7) KHL 198‘7 o

i AAGEBLAS, m@@m@@mﬁm&m MMM&&MW&@@W
Jurnal Luar Negeri, DEPLU RI, Nomor 5, Alumni, Bandung, 1986, hai. 59. : 7
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ga’ketentuan pasa113 KHL-:-'1982 sangat menggemblrakan Apa lagl dxtentukan

cara-cara penarikan’ gans—_gans batas wilayah negara dengan menggunakan

garis paugkal biasadan atan garis pangkal lurus. Konsekuensi dari penarikan

garis-garis: batas’ w:iayah negara tersebut da atas dapat memmbulkan bebe—

rapa kemungkinan; - :

a:"Laut-laut dan atau selat selat yang sebelumnya mempakan Iaut (an) bew
bas, sekarnag dapat berubah men_]adx Laut Terztorxal suam negara (pasal

5 KHLEA1982); 00 Sy

b, Laut-laut; teiuk~teluk atau muara-muara sungai status hukumnya bembah
menjadi Laut Pedalaman suati negara (pasal 7-9 KHL-1982); . -

¢. Adanya perluasan wilayah. darat berupa pulau-putau karang-ka_rang, del~ )

“w ta-delta dan:atau semenanjung-semenanjung yang berada pada bagian:da-
lam dan gans pangkal lurus yang datarik (pasaI 6—10 dan 13 KHL 1982)

'S Mochter Kusuma-Atmadja, Perkembangan Cita-cita dan Pemikiran Persaiuan Bangsa dan
Negara: Sumpah Pemuda ke Wawasan Nusantara, Dalam Era Hukum No. 5 Tahun Ke-2, Fakultas
Hukum Universitas Terumanegara, Jakasta, 1955, hal. 10,

 Chairul Anwar, Op. Ci., hal. 18-19.

mbammkum‘mg

- 1 Laut Teritorial yang berbadapan atan_berdumoinga; 12
dasi 12 mil, dapat ditetspkan kurang dari itw dengan pe::;anjua'l bilatcmi

Momor 3. Tahun XXVI
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tampaknya tidak mengalami‘per: -
&dudukmya p@ﬂu a{i&nya m‘tmkasg._ﬁ L

pé ; rarti: d&m 7@% negéra—: :
-negam angg@t PRB telah’ mempeduas w:iayah }aut yazw eﬁcakup wilayah
: udam dan kemungkmau besar wziayah dalat secara pasef _-'-iiyang ﬁeiada di

seperﬂ Amerzka:-ﬂemkat dan Ingger:s yang semula ndak mem‘i)ubuhkan tanda

tangan pada KHL 1982, mau. tidak mau menerima LLT 12 mil sesuai keten-

tuan’pasal. 368 ayat (1) KUHL 1982, yan -sadah terpenuhi Sebab adanya

Eafanwaﬁ reservasi terhadap: %canvensz inic o ;
Pasal 2 KHL 1982 menegaskan bahwa kedaulatan suafut egara bukm

saja terhadap Laut Teritorial; tetapi juga wilayah udara dratasnya, dasar laug

dan tanah di bawah dasar’ Taut dari Faut Teritorial
Berpedoman Ecepada uraian ingkat sebelumnya; maka’ ciapat dipahamx

bahwa ‘hakekat penyeragaman -12-mil bagi setlap negara menurut %ab

11 'KHL 1982, yakni perliiasan wilayah suatu negara yang meliputi: -

a. Wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dasar laut
serta tanah di bawah dasar laut;

b. Wilayah udara di atas permukaan Laut Teritorial;

¢. Wilayah darat berupa pulau-pulae, karang-karang, delta-delta dan atau
semenanjung-semenanjung yang terbentuk dengan menggunakan garis
pangkal biasa dan atau garis pangkal lurus.
Kekecualian bagi negara-negara yang LLT-nya lebih dari 12 mil, yakni

penguran an wilayah negaranya sebab MI ndak m n akum

: et Bingenin mmﬁawagemﬁ 2 HM&“ Bengsa
Kantor Penemngan PBB }a s’ 1993 il 2605 i IR
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'-”_Hukum Laut Taliun 1982 . | ;2{27_._

i zr:pasarzg sumr), yang mengzicutz ik !z!cu pulau pulau atau:
“dari pufau Indonesia, kecuoli di muara sungai dan.teluk yang lebar
':mulum_y' 5:’kurang darz ]0 mzi iaut dz mana gans Iums dapaf dzgu--

dari __etentuan un yakm terdapatnya kantong~kantong Iaut'
lepas' ?*Hal Jm sangat-;.merugakan Indonesm, baik secara; pohi;k hukum,

hangannya antara Iain ‘bentiuk: geograﬁs Indonesxa, pasai 1 ayat (1) S 1939‘
442 sudah txdak sesual dengan kepentmgan naswnai Indonesza dan: Indones;a

: 1 Deklara -.;-kemudlan memperoleh
akekuata_ hukum melalul yy No. 4 960:tentang Peralran Indo-
nesia beserta peraturan’ pelaksanaanny

' Konsekuensz dari penarlkaa gans-gams pangka urusda' atas adaiah

** Berlakunya Hukum Laut produk penjajah ini bersamber pada }’asal II Amrsn Perahhan UUD
1945, pasal 192 KRIS dan pasal 142 YUDS 50,

=¥ Atje Misbach Muhjiddiny Op: Cir.  hali 44, o
b4 ‘-’Mw&&&%mﬁm%@wmmwﬁwﬁmwﬁﬁmw@m%ww@mkwﬁeﬂ%“

Binacipta, Bandung, 1986, hal. 4. G e oseah sandd
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228 o : : _' - 'Hu?éum .ddri"iPerﬁbangwmn :

Perluasan wdayah negara Indones1a mi bukan saja wﬂayah laut
o me} 1put1 w1layah udara serta daratan bempa pulau~puiau semenanjung-seme— -
] nan_;ung ‘dan delta<delta: :

7" Tindakan Indonesia- secara umlateral 1m, pada mulanya mendapa__ :ten _
tangan dari Amerika Senkat Inggeris, Belanda, Australia dan Selandia Baru;
Namun demikian Indonesm tetap memperjuangkannya di forum intérnasional,
yang: akhirnya memperoleh pengakuan mtemaszonai melaIm ketentuan Bab

I dan'TV:KHL 1982;"

Perkembangan selan_lumya menun_;ukan bahwa wﬂayah negara Indonesaa
ada kecendrungan untuk bertambah luas. Etty R. Agoes «alam Disertasinya
mengatakan bahwa bila: Indonesza menarik gans-gans batas wilayah negara
dengan. menggunakan ‘garis’ ' pangkal ‘biasa, ‘garis pangkal” lurus ‘dan garis
pangkal kepulauan, diperkirakan luas wilayah Republik Indonesia akan ber-
tambah,® Atje Misbach Muhjiddin, lebih konkritlagi menulis: ‘pada tahun
1975, jumlah pulau-pulau-Indonesia-berjumlah -13.667 pulau; Pada tahun
1986, berjumlah 17.508 pulau, Jumlah pulau akan senantiasa dapat berubah
Karena bertambahnya daerah yang. dapat dlpetakan secara terpermm disam-
pmg adanya perubahan alamiah.®

“Dari'data yang tertera di atas- dapat dlpahaml bahwa dalam jangka waktu
10 tahun: (1975-1986). Jumiah pulau di Indonesia bertambah sebanyak. 3841
pulau. Luas 3841 pulau ini belum ditambahkan pada angka 2.027.067 Km2;
Belum ‘terhitung 'luas wilayah:laut yang mengelilingi. 3841 pulau-tersebut
serta wilayah udara:di atasnya. Beberapa waktu. yang lalu, diberitakan
melalui radio tentang penemuan kepulauan baru di Propinsi Sulawesi Utara.
Data sepuluh tahun terakhir:{1986-1996) belum diumumkan pemerintah; me-
ngingat pemerintah secara rutin mengadakan pemetaan wilayah laut sesuai

2 Mochtar Kusuma-Atmadjs, 7bid., hal. 10, : - : _
* Buy R. Agoes, Konvensi Hukum Laur 1982, Masalah Pengaturan. Hak Lintes Kapal Asing,
Abardin, Bandung, 1991, hal. 250-251.

2 Atje Misbach Muhjiddin, Op. Cir., hal. 1-18.
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R ketentuan—ketentuan Bab i dan IV KHL1982; yan(‘i disesualkan dengan dana'*_'_
- yang dlsediakaa pemerintah, setiap. tahun anggaran,
W Pekerjaan kasar*'berupa pemetaan wﬂayah laut indonesm mez;urut "KHL_ '

ha wzlayah bary: rersebut sebagaz bagzan darz w:layahnya De-
g ;_adarzya pengakuan dari negara-negaray lain aras: tambahan wis
ayah yang:diperoleh, maka Jamakelamaan hak negara itu atas wi-
-« layah tersebut dapat me:yadz sema;’czrz Jatar dan sah menuru.t Hukum’f

" Internasional. S

Paactor yang palmg berpengaruh dalam penoakuan wﬂayah bam adalah
penguamarz secara efektif atas. wﬂayah baruitersebut, 1 A0

:PengakuanMI secara tegasterhadap perluasan wﬂayah negara Indonesm
ter_]ada pada tanggal ‘10:Desember 1982, saat:pengesahan KHL 1982 ‘serta
KHL 1982 berlaku secara efektif, tanggal 16 Nopember 1994, Pengakuan se-
cara tersimpul telah diberikan oleh MI, antar waktu Deklarasi Djuanda
sampai dengan penandatanganan KHL: 1982 (Desember 1987-Desember
1982) dalam bentuk pemberian izin Berlayar bavx kapa!-kapai asmg (mlhter
dan dagang) di-1aut Nusantara Indonesia. . ;

+KHL 1982 ‘telah diratifikasi oleh Indonesxa mela}m Uy No 17 Tahun"?
1985 tanpa’ reservasiz-Alasan utama’ peratlﬁkasmn adalah Tejim’ ‘negara’
kepulauan sebagaimana diatur dalam Bab IV KHL 1982.% Sebab dalam re-:
jim:negara kepulanan-inilah ‘terdapat perluasan‘ wilayah negara’ Indonesm
yang penguasaannya secara: efektlf dllakukan sejak Desember 1957 g

i I'Wa.;an Parthmna, Peﬂgamar Hw’cum Inremasmnal Mandar Maju, Bandung, !990 hnl .384

Y Aiasan.m: secara laoas &emanmm da!am Konsnderans UU No 17 Tahmkggggﬁg@aaﬁgﬁ&g& -I

Convention Un 1he Law of ‘the Sea,
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: ay
L -"buatan' (SDB) yang berada d1 wﬂayah i men_]adl ase.t nasmnal dan neg
oy kutan engeloia SD %

&, Suatu negara dapat kehllangan sebaoian dan w:layah negaranya Namun--- '
** menurut konvensi ini, dampak. negatlf ini sangatkecil kemungkmannya
mpak dar1 rambu-rambu yang terdapat dalam KHL. 1982 i
) mengenai ‘batas -fuar- latt teritorial; pasal 7
'ayat ) mengenal laranga__ enarikan. gans pangkai lurus: yang: memo-
tong. aut - teritorial :yang:--l--tldak mencapal 12 ‘mil" antar negara ‘yang
berbatasan;. dan pasal 47:ayat«(5): mengenai: Iarangan penaukan garis
pangkal lurus kepulauan yang memotong laut teritorial’ negara lain. -
b. Penarikan garis batas wilayah negara dapat menimbulkan potensi konﬂ:k
- bahkan persengketaan antar negara yang berbatsan: Contoh; Indonesia
dan Maiaysxa mengenal pulau—pulau Sepadan ‘dan Ligitan; Indonesia:
. dengan Cina ‘mengenai Laut ‘Cina Selatan; kontak fisik : antara Amer;ka
- Serikat dengan leya mengenai TeIuk Sxdra tahun 1981 B

7 IV. Penutu p 14

KHL 1982 terwu;ud berkat usaha PBB dalam mengharmomsmkan ber—
bagai kepentingan nasional antar negara dalam, pemanfaatan laut; Dalam bab
II dan IV KHL 1982, pada hakekatnya mengandung ketentuan-ketentuan n me:
ngenai perluasan ‘wilayah suatu. negara, baik wilayah-laut, darat- maupun :
udara; Sedangkan.makna: yang terkandung dalam Bab IV, yakm persatuan
dan kesatuan:suatu negara kepulauan, yang menyangkut kesatuanpolitik; -
hukum, ekonomi, sosial budaya, HANKAM dan sebagainya. Perumusan Bab
Il dan IV KHL 1982, sebenarnya telah dipraktekkan oleh negara-negara
secara unilateral sebelum terbentuknya KHL 1982. =

Kelebihan KHL 1982 yakni adanya penyeragaman LLT dan cara. pem—
bentukan Laut Kepulauan Pengaturan ini, menyebabkan lebih dari 70%

W{W%W-WWWKWWWWﬁW&a LLT-Hya; Bampin

Funi 1996,



:me]alm uiﬁ'beriayar di laut:nusantara, : enarzdatanganan KHL 1982
SeIam 1tu wﬂayah

I dan IVKHL 1982 dalam hukum nasmnai dalam rangka memperluas wila-
yah negara secara pasifik, dan menghindari perluasan wilayah secara klasik.
nasion: sudah. saainya untuk memperkenalkan cara
per}uasan w:layah ini, di samping cara-cara kiasxk yang sudah baku dalam
pelajaran Hukum Internasional,

Daftar Kepustakaan

Atje Misbach Muhjiddin, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan
Hak mes Kapal Asmg, Alumni, Bandung, 1993,

ut; 1982 Djambatan Jakarta, 1989

Etty R. ":Agoes Konvea Hu!azm Laut 1932, Masalah Pengamran Hak Lin-
tos Kapal Asmg, Abardin, Bandung, 1991 & -

g mar Hukum n ernaszonal 1 .E isi Kesembz!an Ahh
Bahasa Sumitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting, Aksara Persada
Indonesia, Jakarta, 1988.

I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Ban-

negara Endonesm semakm iuas dengan penerapan :

Nomor-2 Tahan XXVI



w | " Hukum dan Pembangunan

Perserxkatan _Bangsa»Bangsa Pengetahuan Dasar Mengenaz Persenkatan
Bangsa, Kantor Penerangan PBB ’Jakarta 1993 o

Nﬁgroho Wasnumurtl Rezim Perazran Kepulauan Dalam Konvensi PBB Ten—
' 18 Hukum Laut 198’2 Dalam Jumal Iimu Pohtak desn 3 Gram :
akarta, 1088.° "

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Seorang alim harus men:g{aj.ar dermga sebelum mengajar
prang lain, dan hendakays mengajar dengan gera!akunga

“sebelum mengajae éengan unapan—ueapamﬁga

o Juni 1996




S ég;;asaa-ﬁam v _ 233

Membaca pumsan Pengadﬂan Negen Jakarta Utara ianggal 2 Mex 1995 N
03/PID/B/1995/PN.JKT.UT dalam putusan mana. ierdakwa A\
RAMSES SELITONG alias HONAS alias UCOK SITOMPUL_ F/ 48 E
tempat lahlr di Slboronw-bomnc umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan
Indonesia ternpat tmﬂgal Gang PapxtK bon B: ru;_RT 609/010 Kelurahan Semper
Earat Jakarta Utara, egama Kristen. Protesian pekerjaan Pengemudz, Seuin b
Pemohon Kasas& berada di dalam tahanan ;

2. Perpangangan oieh Pemmmt Umum S&j&k tan ggal: 1 Septemher 1994 sarnpa; de-K
ngan tanggal 10 Oktober 1994;

3. Perpanjangan oleh; Hakim Pengadilan Negen sejak tanagal 11-Oktober 1994; .

] rpan_]anoan oleh Kema Pengadﬂan Neoen se_;ak tanggai 8 Desember 1995 sam-
_=pa1 dengan tangeal 6 Januari 1995;.
6:.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Ianuan 1995 sampai dengan tanggal
1. Pebmiari 19955 oo
7. Perpanjangan Ketua Pengadx!an Negen sejak tanggai 2 Pebruan 1995 sampai de-
wwpgan-fanggal 2 April 1595;, i
.« Perpanjangan Kefua, ?eaoadﬂan Negen se_]ak tanogai 3 Apnl 1993 sampaz dengan
ianggai 2 Mex 1995 """ sertianad nind biten e
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| -9 Hakim Pengadx!an ’I'm‘._,gz s&jak tantrgal 3 -Mei 1995 sampai dengan tanggai i

i3 Dxperpanjang lag1 berdasa:kan penetapan Kema Mahkamah Agunngl tanggai ;
7 Desember 1995 No. 692/95/1530K /Pex. Pldl 1995/MA. terdakwa diperintahkan -
untuk ditahan selama 30 {tlga puluh) hari; terhitung sejak tanggal 6 Januari 1996;

Yang dla_;ukan dl muka persadangaﬂ Pengad;lan Negeri tersebut karena didakwa:

Pr;mazr o N i il et g e e e B
Bahwa terdakwa Rames’ Sﬂatonga ahas Honas alias Ucok Sltompul pada han'
Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar jam 10.00 WIB setidak-tidaknya pada suamu
hari dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Yos Sudirso Jakarta Utara, setidak-
tidaknya di tempat lain dalam Wﬂayah hulom Pengadﬂan Negen .Takarta Utara,
dengan sengaja menghﬂangkan jiwa orang lain bemamas’ ¢ 0
I. Abdul Rahman, 2. 84 Wldayatz, 3. Eka Novita Rahman 4 Rike Dm Rahman i
5. Rom Rahman -6."Ny: Rohila; 7. Ratzh Chalrumsa -8 Muh Rem, 9_ CAStA
Pramita; 10. “Adih ‘Suhandii 11, Siti’ ‘Humaidah; 12."Feni Handayani; 13. Vers
Aditya; 14."Wasroah/Wasniah; 15. Stniah; 16, Alan: Syaifulan; 17. Nurhayati; 18.
Siti Aisah Yonata}'19. Agus“Yuswohadi; 20.7Siti Suwarsih; 21. Suminar; 22
Bambang Wahyudi; 23. Asep Wawan Sundawan, ‘24 Suryana; 25. Budi Prasetyo
Utomo; 26. ‘Ny. Sa’im; 27. Diah ‘Sulistyo Rini; 28." Kalbian; 29. Mmandar, 3(}
Kusnandar; 31. Nuramsyiah; 32, Ratna Mustika; 33 Nurma Flrdaus SRR

Perbuatan mana ja terdakwa lakulkan’ dengan cara’ sebagal benkut
~pada tanggal 6 Maret 1994 sewaktu terdakwa’ mengemudikan mobll Metro Mlm
P-07 Nomor Polisi B-7821-VM trayek Semper-Semen dengan “mengangkut
" penumpang “sebanyak’ kutang lebih 46 orang, ketika melintas di Jalan Yos
Sudarso dari arah Utara menuju ke Selatan terdakwa menjalankan kendaraannya
-dengari kecepatan ‘tinggi (80-90 Km/jam)'setidak-tidaknya kecepatannya lebih
dari 60 Krnfjam sesum adanya tanda—tanda/rambu rambu Ialu imtas dl _]aian
“ersebut; -
— Bahwa karena terdakwa mencanokut penumpang meiebaha kapas;tas d&a terdakwa
" menjalankan “kendaraannya “dengan” kecepatan ‘ tinggi ‘sehingga kendaraannyat

o}eg/kesexmbangannya tldak stabil, lalu keneknya Pontas Pakpahan ‘menegur

Juni 1998



ntu; embok pant "erdalma membxarkan saja kendaraannya berjaian
menuijt ke Kali Sunter G i . '
ahwa karena ferdakwa. membxarkau sa_]a kendaraannya -menu_;u ke Kaia Sunter
sehmgga kendaraannya tercebur ‘dan’ tenggelam disKali: Sunter, setelah kenda-
raannya tenggelam terdakwa membiarkan saja’ penumpan gnya tenggelam ‘terdak-
wasama.sekali tidak bemsaha untuk ‘menolong penumpangnya, ‘bahkan terda.kwa
melankan diri sehmgga penumpanonya tenggelam mengakibatkan penumpanfrnya
sebanyak:33. (tigapuluh tiga) orang tersebut diatas ‘meninggal dunia, sebagaimana
°: tersebutdalam’ keterangan pemenksaan niayat (terlampir dalam beikas perkadra);

Perbuatan ia ferdakwa Ramses Silitonga alias Honas alias- Ucok Satompul tersebut

daatur dan. dsancam p:dana sesua daiam pasa] 383 KUHP S

Subsuialr P

Bahwa ia’ terdakwa Ramses S;i:tonga alias Honas ahas Ucok Suompul pada han
Mmggu tanggal 6Maret 1994 sekitar jam 10.00 ' WIB; setidak-tidaknya pada suatu
hari‘dalam tahun'1994 benempat diJ alan Urnum Yo§ Sudarso; setidak-tidaknyd pada
tempat-lain" dalam wilayah hukum: Pengadllan Negen Jakarta ‘Utara;® “karénanya
salahnya ‘atau karena: kurang ‘hatj- 'mya atal karena kela}a;an menyebabkan matmya

1. Abdul Rahman 2. 8 Widayan Eka’ Novita Ra.hmaaa, 4; lee Dwx Rahman
5Roni Rahman, 6'."‘if'Ny-.’-»-R0hiI “Ratih- Chalrumsa, ‘8. Muh ‘Reza; 00 Asti
Pramita; 10."Adih Suhanda; 11.: Sm Humaidah:'12.  Feni® Handayani; 13." Veéra:
Aditya; 14. Wasroah/Wasniah; 15. Suniah; 16. Alan Syaifulan; 17, MNurhayati; 18.
Siti Aisah Yonata; 19. Agus Yuswohadiy 20. Ati Suwarsih: 21. Suminar; 22>
Bambang Wahyudi; 23. Asep Wawan Sundawan; 24. Suryana; 25. Budi Prasetyo
Utomo; 26. Diah Sulistyo Rini; 27. Ny. Sa’im; 28. Kalbiah; 29. Mmandar, 3{3i
Kusnandar; 313 Nursyamsah 32. Ratna Mustika; 33 Nurma Flrdaus
Perbuatan mandja terdakwa lakukan’ dengan’cara’ ‘sebagai Berikut: FATAE

““Pada’tanggal 6 Maret 1994 térdakwa mengemudikan mobil Meho Mini POT.
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Hukum dan Pembangumn : -

a mgg1 benturannya_keras_sekah sehmgga para peuumpzmg bertenak-tenak ada
.. 'yang berteriak "Aduh” dan ada yano bertenak "Ya Alla.h" laia kendaraan naik_
- ke jalor h:_]auftaman :
- Bahwa setelah kendaraannya me bentur trotoar dan naik ke _]alur hx_)aultamaa
lalu membentur tembok parit terdakwa membiarkan saja kendaraannya ber_] alan
menuju ke Kali Sunter, :
-...Bahwa karena terdakwa membiarkan saja. kendaraannya menuju ke Kah Sunter
;-:.:s}_sehmgba | endaraannya tercebur dan tenggelam di:Kali Sunter,. setelah ken=
daraannya tenggelam - ‘terdakwa -sama- sekali ‘tidak berusaha ‘untuk menolong
<. penumpangnys bahkan. terdakwa ‘melarikan dm sehingga penumpangnya.. teng—'
.. gelam. mengakabatkan penumpangnya ‘sebanyak 33 (tiga.puluh tiga} orang:ter-
sebut diatas meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam Keterangan Pe me-
.. riksaan Mayat (terlampir dalam berkas perkara); ...» . il

I’erbuatan ia terdakwa Ramses thtonga alias Honas. ahas Ucok Sltompui tersebut'
dzatur dan d:ancam pldana sesuai dengan pasa! 359§ JB 361 KUHP g

Kedua

analr . : . - P . G : . :
Babwa ia terdaﬁwa Ramses Sihto'wa alms HOHaS 31135 Ucmc Sitompul pada hari._
Minggu tanggal 6 Maret 1994 sekitar j 1am 10,60 WIB, setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 1994 bertempat di Jalan Umum Yos Sudarso Jakarta Utara atau

oooduni 1996,




.mempemgatkan ferdakwa agar mengumnga kecupataxmya den gan menegur dalam '
-bahasa Batak: ”Nanget-nangetbaam Bo" tapi. terdakwa. txdakmenghxraukarmya,
--::i;fBahwa _seiam kenel\nya Pontas Pakpahan yang menegurlmempenngatkan terv

-Ba _if 4 kurang 4 meter
tesdakwa mehhat dldapannya ada Eubang, Ialu terdakwa menchmdar ke kanan
=.---:.-;.dengan cara memutar stir -ke: kanan kemudxan memutarstir ke km dengan

_Bahwa karena terdakiwa. memblarkan ‘saja kendaraannya menugu ke Kai1 Sunter

++i-sehingga kendaraannya tercebur. dan: tenggelam di:Kali- Sunter, setelah-ken-
daraannya tenggelam terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk. ‘menoiong

o penumpangnya bahkan-terdakwa melarikan -diri-sehingga penumpangnya teng-

i gelam mengakibatkan: penumpangnya-sebanyak - 13 (tiga belas)-orang tersebut
diatas merasa tidsk enak, sakit atau luka sebagari&ana tersebut. ualam stnm et

- Repertum(terlampin dalam berkas perkara); (oo i

Perbuatan 1a terdakwa ‘diatur dan'diancam sesuai-dalam: pasa§ 351 (1) EGJH?
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nggal 6 Maret 1994 terdakwa mengemudikan mobil Metro Mlm P07 No-
mor Pohsi B-’?SZI-VM trayek Semper—Senen dengan: m@ngangkut penumpang se-
' anyak ku_ranfw leblh 46 orang: keuka menuju ke Selatan terdakwa menjalmkan

-‘--;--:f.’,-menjalankan" kendarammya dengan kecepatan: tmggl sehmgga kendaraannya
£ -oleng/kesezmba.ngannya tidak stabxl Aalu: kenelmya ‘Pontas Pakpahan: meneguy
mempenngatkan terdakwa agar’ mengu"augi kecepatannya dengan menegur dalam

: alk: "Nanget~na.aget baem BO tap: terdakwa tidak: menghzrau-

ahwa selain. keneknya Pontas Pakpahan yanu menegurimempenngatkau fer-

“4+ dakiva agar’ mengurangi kecepatannya, Juaa para‘penumpang ada. yang menegur
" dan berkata:J. angan kencang-kencang pirbanyak anak kecil”, tapl terdakwa acuh

- gdja-dan’tetap’ men_;alankan kendamannya dengan kencang;: :

2' Bahwa: setibanya ditempat tersebut-diatas, pada jarak lebih: kurang 4 meter:ter-
dakwa melihat didepannya ada lubang, lalu terdakwa menghindar ke kanan de-
ngan carz memutar stir ke kanan, kemudian memutar stir ke kiri dengan maksud
o pindah-jalur: sebelah-kiri: dan: sewaktu-terdakwa- memutar ‘stir: kekanan untuk
++*:meluruskan kembali jalannya kendaraan; ferdakwa tidak dapat lagi mengenda-
iikan kendaraan sehingga membentur trotoar dan karena ‘kecépatannya tinggi

== benturannyakeras sekali-sehingga para.penumpang berteriak-teriak.ada-yang

ir-berteriak YAduh? dan’ ada yang hertenak *Ya: Allah“ dalukendaraan naik kejalur
:hijau/taman; o
- Bahwa setelah kendaraannya membentur trotoar dan nank ke jaiur hgaultamzn
-:lali membentur-tembok parit terdakwa membiarkan saja kendaraannya %Jer_] alan
“menujuke Kali Sunier;
Bahwa karena terdalowa membnarkan saja kendaraannya menu_;u ke Kali: Sunter
“sehingpa ‘kendaraannya tercebur:.dan tenggelam di: Kali: Sunter, setelah ken:

Hukum dan Pembangunan
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Puttisan Hak:m et 2.39:5: _

' '.daraannya tenggelam terdakwa - ‘sama ‘sekali *tidak ‘berusaha’ ‘untuk © menolong '
= “penumpangnya bahkan terdakwa ‘melarikan diri‘sehingga penumpangnys teng-

gelam. menga&ubatkm penumpangnys sebanyak 13'(tiga belas) orang tersebut_
diatas merasa tidak enak, sakit atau Juka’ sebagalma.na tersebut daIam V:sum et
= Repertum (terlampzr dalam berkas perkara), A fei! :
: i : idan: i da!am pasal 360 ayat_

Seteia.h membaca untutan: JaksalPenumut mum tanggai 6 Apn! 1995 yang'
E 1smya  adalah sebagai berikut: 7 - :
~:Supaya- Ma_;ahs Hakim: Pengadlian Negen Jakarta Utara yang memenksa dan
mengad:h perkara ini, memutuskan:
1z 'Menyatakan terdakwa Ramsés Silitonga ahas Honas ahas Ucok Sltompui bersalah
melakukan tmda.k pzdana kejahatan *Pembunuhan” sebagaimana diatur dan dian-
cam pidana sesuai pasal 338 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair. dan

-8 -meiakukan tmdak pxdana kejahatan "Penganiayaan'!.sebagaimana diatur dan'dis.
Lrancam’ p;dana ‘sesuai pasal 351-ayat (1} KUHP dalam dakwaan Kedua: anau- :
2. Men_]atuhkan pidana penjara; selama 15 (hma beias) tahun, dlkurangl seiama terul

~:dakwa beradgdalam tahanan. .. . - NG
3 Menyatakan"agar-terdakwa tetap berada dalam tahanan fgdon s
4. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah mobil Metro-Mini P-O? Na B-?821-
=¥ M dikembalikan kepada saksi Eduakim Panjaitan: e

= Visum et Repertum dan keterangan pemenksaan mayat serta feto foto tetap

terlampir dalam’ berkas: perkara T
- Menghukum terdakwa membayar b;aya perkam sebesar Rp 1 0{}0 (senbu

2o rupiah)s :

'...dengan memperhatzkan pasal 338 dan 351 KUI'H’ telah dmyatakan bersa]ah
melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan. E’engadllan Negen tersebut
yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:. i

s Menyatakan -bahwa terdakwa: Ramsss thtonga ai:as Honas ai:as Ucok-

: Sitompul - telah terbukti -secara sah:dan’ meyakinkan {berdasarkan - hasi}
pemeriksaan: selama  persidangan - berlangsung, melakukan. tindak pidana:

+ sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kesam analr dan

dakmanKeduaanmr,yaltu SRR TS R

L. "Pembunuban™ -~ o
0 IL+"Penganidyaan’;: % v : 2 :

- Menghukum oleh karena itu dengan hukuman pen_]ara seiama 15 (hma beias)

tahumn;
~o=¢ Menetapkan lamanya terdakwa dltahan sebelum putusan ini mempunya: ke»
kuatan hukum tetap dxkuranga seluruhnya dan hukuman pen_;ara yang dlja-ﬁ

: Memahsst hak terdakwa unmk memparoleh Surat Izm Mengemud; (SIM}
untuk-segala“jenis ‘kendaraan aumum selama 10 {sepuiuh) tahun setelah'-

"o derdakwa selesalmenjalani hukumannya;
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Hukum dan ..Pe:_rg’bangzzp_;aﬁg_ :

ana’ dalam pemenksaan_ pada tmgkatibandmg telah.dlkua{‘xcan oleh Peng-
inggi. Jakarta dengan putusannya tanggal 6 Juli. 1995 No 59!PID/1995/.
PT. DKI...yang amar: lengkapnya berbunyi sebagai- benkut i '
- Menerima permohonan banding baik yang: daajukan oieh kuasa terdakwa
o terhadap putusan Sela: mauPun terdakwa 'dan.T aksa Penuntut Umum terhadap:.
SO0 putusan akhir tersebut; BHL,
- -Menguatka.n putusan Seia dan putusan akhxr'-Pengadﬂan Negen J akarta Utara
#icl otanggal @ i Januari 1995 -dan: o tanggal 72 Mm 1995 ‘No.
03!PID/BI 1995/PN JKT.UT. yang dimohonkan bandmg, &
=V Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; :
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tin gkat
W -'-'.::-peraddan, ‘yang:'dalam  peradilan: imgkat bandmg dxtetapkan se:besar Rp
1540 2,500;-(dua ribu lima-ratus rupiah); e it
Meng:ngat akan akta tentang permohonan; kasas; No OIZIAkta pld! 1995!PN
JKT.UT: yang. dibuat: oleh :Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mene-
rangkan, bahwa padatanggal 18 September 1991 pemohon kasasi teiah menga_;ukan
permohonan kasasn terhadap putusan Perigadilan’ Tinggi tersebut;-
Memperhatlkan risalah kasasi bertanggal Jakarta, 25 September 1995 dan kuasa
terdakwa yang diajukan untuk dan atau nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi
tersebut berdasarken surat kuasa khusus bertanggal Jakarta, 13 September 1993
risalah kasasi mana telah diterima d:kepamteraan Penoadilan Negen J'akarta Utara
pada:tanggal 28 September:1995; S o R o I et E
Melihat surat-surat yang bersanokutan
-Menimbang, bahwa: putusan Pengadilan: ngg: tersebut telah dlbentahukan ke-
pada pemohon kasasi-pada:tanggal 3. September- 1995 'dan :pemohon kasasi!meng-
ajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 1995 serta risalah'kasasinya
telah diterima dikepaniteraan Pengadilan. Negeri Jakaria Utara pada.tanggal 28
September 1995 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasanya

telah diajukan dalam tenggang-tenggang wakiu dengan cara menunt Undang-undang,

< Funi 1995




: _A}cxbét tidak sengaja mengmjak pedal ‘2as yéhg seharusnyé pedal xem, ]
dengan posisi 45 cc dari arah jalan, Metro Mini bermuatan 46 orang penu
: .dapat melewati rintangan. trooar- setinggi: 30.Cm dan melompati - sa]uran azr

lebar. 82:Cm,. yang bégarak 6-M. dari: Trotoar, kemudian menerobos. masuk

beberapa detik:saja; : :
2..;Bahwa misteri, kenapa ‘Metro. M:m_b:sa meiewatl nntanﬂan tmtoa setinggl 30
Cm, pada posisi 45 ¢c¢ dari arah. Jalan; kemudian dapat: melewati saluran: air
selebar + 1 M dengan lebar 82 Cm ssbelum menerobos ke Kali Sunter oleh
judex facti belum ditemukan dalam isi pertimbangan keputusannya. Kalau misteri

itu dapat dipecahkan, maka vonis yang berbau emosional kepada diri pemohon
«kasasi/terdakwakemungkinan sekalj.akan lain.Karena pemohon kasasi/terdakwa -
kemungkinan sekali akan Jain: Karena itu pemohon kasasi/terdakwa mohon agar
“iapa-yang'termuat dalam memori- bandmo terdakwa. sebagasmana tertera pada

memori banding halaman 3, ‘berjudul:- el

1. Tidakiepatatau kurang analisa tentanng sebab»sebab xexgadmya kecelakaan agar

' mbag&hagmjmemm kasasiterdalows ini.Dan jika dirasa.pe
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- 242 : ' _ Hukum dan=Pe)nbang:éh&}i"_'

mohon kepada Ma_;e}.:s Hak:m Agung unmk mengembahkag berkas perkm z«‘;;__ 3
: g kembah oleh Feugadiian ngkat pertam bentang sebBabe .

Memmbang, bahwa berdasarkan alasan-aiasan yang: dmraxkan d;atas lagi puia
tidak ternyata,’ bahwa putusan judex facti dalam’ perkara ini ‘bertentangan denigan
hukum danfatav“Undang-undang; maka permohcnan ‘kasasi ‘tersebut harus d:to!ak
deugan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas; :

- Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 19‘?0 Undang—undang No. 8 tahun
1981 dan Undang-undang No 14 tahun 1985 &

MENGABILI

Meno!ak pennohonan kasasa dan pemahau kasasx RAMSES SILITONGA
ahas HONAS alias UCOK SITOMPUL tersebut;

‘Memperbaiki amar putisan-Pengadilan Tinggi Jakarta &angoai 6 Jum 1995
No 59/PID/1995/PT.DKI. sehingga berbunyi sebagai berikut: : s
Menenma -pemobonan bandmg dari terdakwa dan Jaksa Pemmtu: Umum

wan-Pengaditan-Negeri-JalartaUtara - tangzald- Mei- 1895

i Juni 1996
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-:Purusan Hakzm

No OSIPIDIBHQQS/PN JKT UT. sehmgga berbunyi sebagai berikut:

' tahun, SR

selama 20 (dua pu}uh) tahun,
Memenniahkan agar Terdakwa teiap datahan*

'Surat--Keieran gan Pemenksaan Mayat atas nama para korban yang memng al

“idunija dan Visum et Repertum atasmama korban yang }uka~1uka, o '

o 3.(tige) lembar foto tempat kejadian; .

3. 2:(dua)i lembar foto-kendaraan Metro me No Poi B~7821-VM, yamg
s terlampif- dalam berkas perkara, ol

. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto-foto korban keceiakaan lalu lmtas Metro

:Mxm No Pol B-7821~VM yang terlamplr dalam berkas perkara, '

" “Men, ghukum pemohon kasasi tersebut unmk mem’oayar biaya perkara dalam ' g~
kat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 23
Januari 1996 oleh H. Soerjono, SH. Ketua Mahkarfiah Agung sebagai KetuaSi-
‘dang; Téwo; SH:dan HiL: Rukmini, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diticapkan
‘dalam’ sidang terbuka Gntuk vmum pada hari:Selasa tanggal 30 Januari-1996.oleh
Kehia tersebut: dengan dihadiri: oleh:Iswo; SH::dan H.L: Rukmini,”SH. Hakim-
Hakim ‘Anggota, Ny..Fatimah’ Slrecar, SH. Pamte;a ?enggantz dan tidak: dihadiri
olehpemohonkasas; : T R R N R Ay
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mm@mm swaﬁ““mm“ mw-ymw“

Oleh: '-A..z_“M:_&s_ha;nimad_;gswh :

oo Kasus metromini mayt”, telah men}a__ zkasusyang me dapat
'medza massa di daerah dan ‘nasional di tahun 1994, karena besar. gumlah
‘korban. lea «dalam kecelakaan tersebut yaitu 33 orang penumpang tewas,
Kasus ini sekaligus: membuktikan beaapa rawannya keselamatan penumoang
umum di Jakarta, karena kecelakaan:lalu lintas yang mengakibatkan korban
jjiwa penumpang kendaraan umum sudah:terlalu sering terjadi. Faktor utama
penyebab kecelakaan lalu lmtas umumnya adaiah s:kap ugal—ugalan penge—
“mudi kendaraan ‘urum; i

Menghukum penigeiindi kendaraan nroum dencan hukuman maksunai
umumnya memang dikehendaki oleh keluarga korban: Seperti dalam kasus
mini maut" ini; majelis hakim pada Mahkamah Agung menghukim
‘pengemudi Ramses Silitonga 15 tahun penjara dan "mencabut hak terdakwa
untuk menjadi supu‘ segala jenis kendaraan bermotor selama 20 (dua puluh)
tahun v e Y

Pertlmbangan Ma;ells Hak:m ey b "

Majelzs Hakim baik pada tmgkat peradllan peﬁama maupun pada tmgkat
kasasx menghukum terdakwa Ramses Silitonga alias Ucok Sitompul dengan
hukuman 15 tahun penjara dan pencabutan hak mengemudikendaraan selama
20-tahun. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan
kejahatan pembunuhan (dakwaan kesatu primair, pasal 338 KUH Pidana),
yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa 33 orang penumpang metromini
yang dikemudikannya pada 6 Maret 1994,

Selama proses persidangan di PN Jakarta Pusat, para saksi memberikan
keterangan yang memberatkan Terdakwa dan mendukung tuntutan Jaksa/Pe-
nuntut Umum. Para penumpang yang selamat mengatakan bahwa Terdakwa
telah diperingatkan untuk tidak melajukan kendaraan dengan kecepatan tmggx

Wmdammts,d@kwag@&ugai@mam@@makwam«%m%mfw -peringata

+Juni- 1996



“Komentar Putisan Hakim s

. ..tarsebut CRETL
s Terdakwa Juga dspersa!ahkan karena mengangkut penumpang sebanyak '
‘46 orang; yang melebihi kapasitas’ penumpang yang diijjinkan oleh LLAJR
(Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya). Ramses juga dipersalahkan karena
- ‘tidak memeriksa kelaikan jalan metromini-nya, yang ‘sesungguhnya sudah
55banyak alat»alatnya yang tidak dapat’ berfungs: Iagn ‘misalnya " speedometer
‘yang sudzh tidak berfnngsa lagi sehingga tidak dapat ‘mendeteksi kecepatan__
~-kendaraan, ?emgas yang ‘kemudian meneliti kasus kecelakaan maut ini ber- -
' 'pendapat bahwa metromini telah dilarikan dengan kecepatan 80 -90 km/jam.
Majelis Haklm juga menyatakan Terdakwa tidak memmkl Tasa tanggung
jawab atas korban-korbannya dengan melarikan diri.” -

“Alasan lain. yang memberatkan Terdakwa ‘adalah: bahwa d:a nda.k me-
nampakkan rasa menyesai selama’ proses ‘berlangsungnya sidang. Dia j juga
telah memberikan-. keterangan yang berbelit-belit ‘di: persidangan: ‘Majelis
‘Hakim:: ‘hanya melihat sati unsur’ yang mermuankan bag1 Ramses ya;tu
beium ‘pernah dihukum.

-~ Tidak puas dengan putusan pengad;lan tmgkat pertama Ramses dan nm
pengacaranya 'mengajukan ‘banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, ‘Namun
Majelis:Hakim pada Pengadilan. ’I‘mggl yang memeriksa perkara ini menguat-
kan vonis majelis hakim Pengadxlan Negeri Jakarta Utara. '

- Masth tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, Ramses dan penga—
caranya mengajukan permotionan kasasi, Pernohon kasasi berpendapat bahwa
Pengadﬂan Tinggi Jakarta. telah'salah ‘dalam- me'nerapkan pasal :338 KUHP

kondisi jalan yang rusak telah mengaklbatkan daa kehllangan kontrol: kemudl,
yang selanjutnya mengkibatkan metromini masuk ke Kali Sunter;-

:Majelis hakim agung yang memeriksa kasus:"metromini maut” menolak
permohonan...Rames"dan..pengacﬁranyé. ‘Majelis Hakim kemudian memper-
baiki amar - putusan:Pengadilan: Tinggi' Jakarta tanpa mengubah hukuman
yang dijatuhkan bagi’Ramses. ‘Majelis Hakim:berpendapat bahwa Ramses
seharusnya telah-mengetahui suatu akibat dari -tindakannya mengemudikan
metromini: dengan. kecepatan 80-9{} kmljam dx ]alan dengan kondxs;
demikian, oo oo it T ] SR SR

Catatan: ditunggu kebijaksanaan: prevent:f :

Bagi pribadi Ramses, kasus'kecelakaan ini seoiah—olah telah selesal
dengan dia mulai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan
(LP) Cipinang, setapl tidak dari segi perlindungan kepentingan pengguna
jasa angkutan umum, karena mereka (dan anggota masyarakat lainnya) masih

w.wmms@mngm@ﬂgumpmg@m&wgm angkutanumum-yang-ugel-ugalondijalan
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_;.:;- Langkah yang tidak kalah pentmgnya dxbandmgkan ciengan VORis: haklm
-yang proporsional. bagl Jagal jalan raya”:ini.adalsh membuat- kebijaksanaan
_yang sifatnya preventif agar: kecelakaan lalu lintas seperti kasus " ‘metromini
ini tidak: terulang iag; di Remudian hari, Kebaja!fsanaan pemermtah
sebalknya_ zdak hanya 1tu_;ukan kepada: pengemudl angkutan umum, ..teta.p:
jugal pada pzhakpenyel' ggar -angkutan umum: dan 1nstansx-1nstan31t kalt
idengan jalan: raya. L
o Hkakita mengamau zcondm obyektlf pengemudz kendaraan umum,_ ter—
utama_pengemudl metromini, maka akan terlihat kompleksitas permasalahan

Pengemudi ‘metromini umumnya menchadapl tuntutan sorotan: yang i“‘latlf
tinggi.. Beban: sorotan inikemudian diperparah-lagi- dengan seragam . dan
banyaknya pungutan liar yang harus ditanggung pengemudi, mulai dari Emg—
kungan terminal bis:sampai di jalan raya.-Pengemudi metromini (dan penge-
mudi angkutan umum: lainnya) sering -digambarkan sebagal sapx perahan

bagx oknum-oknum petugas.

:-Kondisizobyektif 1ainnya adalah hampir tidak ada fasﬂltas pendidlkan
dan latihan bagi - ‘pengemudi- metromini,: Mereka mendapatkan Surat: Ijin
Mengemudi (SIM): melalui-proses lazimnya pemohon SIM lainnya. Untuk
memberikan layana.n Jjasa angkutan umum yang baik, pengemudi tidak punya
cukup ‘berbekal SIM;- tetapi juga pendidikan etika berlalulintas dan teknik
mengemudi-yang- benar Syaratyang terakhir ini tampaknya belum terpenuhi
oleh ‘pengemudi: metromini; Pengemudi‘metromini menaikan dan menurun-
kan:-penumpang di sembarang tempat serta mengemudikan kendaraan tanpa
mengindahkan peraturan lalu lmtas I-Ial Jini mempakan pemandangan yang
"iaz;m didakarta. . ;

Kendala lamnya bag1 penyeienggaraan jasa angkutan umum yang aman
dan ‘nyaman; adalah kurangnya jumlah kendaraan umum, terutama dirasakan
pada saat jam-jam sibuk:. Menggunakan angkutan umum terutama yang ber-
tarif murah seperti metromini. .menjadi sesuatu yang tidak mengenakan; suplr
mengemudzkan kendaraan sepenuhnya dan kendaraan penuh sesak. 7

<Pemerintgh seharusnya dapat membuat kebijaksanaan yang lebih mem-
ber:kan kemudahan-kemudahan bagi pengadaan kendaraan umum tidak saja
bagi kepada kendaraan pribadi.

Bertitik tolak dari gambaran-gambaran objektif di atas, maka dapat
"dipahami”. mengapa begitu sulit-menertibkan pengemudi anglkutan umum
yang menjalankan kendaraanya dengan tanpa memperdulikan peraturan: lalu
lintas.  Tanpa -bermaksud . mengecilkan arti dari korban-korban jiwa dari
tragedi ‘metromini maut”, penuhs barpendapaz Ramses hanyalah satu sosc}k
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MAJALAH HUKUM TERKEM?
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Karangan-karangan hnkam'-
Vunispnubensx dan Komemtan

- Tambangan Boko.

] Faknitas Huknm Dalom Bewita

Bemta Kepastakaan :
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S annya te hadap ha31E temuan Kowar-_';' :

.menerima foiocopy has;l 1e
- :Kowarsus itu; - - :

hasil kerja Kowarsus d:tutup-tu'mpl_:_:' .
dan tidak: transparan dalam men

Hukum dan Pembangunan_

Sus: tersebut Adi mengaku tidak

Adi memla: ‘ada ---kecenderungan .

“mengkhawatirkan haszl temuan Ko-

;mana dzkemnkakan Ketua Mu-
AA Bldan Pldana Umum (Tua-

i.yang dimak-

an Bahasa Inogns collusion.
oerjono mengungkapkan hal itu

. 10 Juni 1996. Soerjono

Peradilan Militer. :
rjono tidak merinci Iebih jauh
ng dimaksudkan dengan "pe-

SuS.

Ketika dihubungi wartawan, Adi

_ -iaporaa alrznya Dia pernah meng-.:__;_
- usultkan agar tim independen dari.
“Kantor Wakil Pre31den yang inela-

rsekongkolan atau
olusi! yang ber-
melaporkan terlebih dahulu @

muan Kowarsus kepada Pre- il T
: Suharto di Istana Merdeka,

.Vang juga Ketua Muda -MA i _
- w.'Pringipf_Hukum Angkasa

" sebagaimana
Muan Bowars -

kukan penehtlan t alah kolum

yan pernah. mendapat

IKADIN (Ikatan Adokat Indonesaa)

dari kalangan
lainnya; yang
ahdxtas hasit temuan

Indonesia Perli Ratiﬁk’asi;

Ahli hukum angkasa Prof. Dr.

_ Priyatna Abdurasyid, SH mengusul-

kan‘pemerintah Indonesia perlu me-
ratifikasi  konvensi internasional
yang mengatur tentang hak dan ke~

WWQQIWW%M%&%@“E%Vﬂ WW”WE}T%m‘snﬁm“negwmﬁyamrfefgﬁwﬁmfwmww'm«WMMMW««W s
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kese akatan_‘yang sudah dltandanta-
ngani Indonesia’ pada tahun 1961
dalam - United Nations Commission
for Peaceful Uses of -iOu.ter Space
(UNCOPUOS) ‘Dengan kegxatan
era persatehtan 'yang sudsh maju di
Indonesia; 'maka  tidak - ada “lagi
aiasan pemermtah tidak me _atiﬁkasx
prinsip-prinsip - - hukum: -angkasa
dalam: Space Treaty 1967 sebagax
tmdak .- 1anjut prmszp-przns;p
UNCOPUOS. 1961 :

Kenvenm yang menyangkut kegl-
atan Suaty negara di ruang angkasa
yang sejauh ini masih belum dirati-
fikasiIndonesia adalah Space Treaty
1967, Rescue Agreemerzt 1968, Lia-
bility: Convention 1972, Registration
Agreement 1975 dan Moon Agree»
ment: 1980 aa

“Prijatna mengatakan sekalzpun
beium meratifikasi- “konvensi-kon-
vensi tersebut di-atas; Indonesia te-
tap“tidak dapat melepaskan diri dart

Dxa juga mengusulkan agar. Indo--
nesia juga p_erlu secara aktzf da?am_

. funication: Councﬁ yang berkeﬁu-

dukan di Seoul, Korea Selatan. Fo-
rum. ini ‘merupakan tindak. ianjut
dari: sembﬂan negara; (tennasuk in-
donesia) yang telah: menempatkan
dan mengoperasikan sekitar 20 sate- .
lit komunikasi yang ditempatkan di
orbit:Geostationer. {GSQ). tepat_di
atas: waiayah kedaulatan Indonesia;:

- Satelit-satelit yangdltempatkan di
atas GSQ:Indonesia antara lain IN-
TELSA}‘_ Wcrld__Space ‘GlobalStar
(AS), - Intersputnik:/(Rusia), - JSAT
(Jepang), MeaSat (Malaysia), Thai-
Com (Thaxland) dan PhxicomSat {'F i-
hpman) s t

vﬁ No..5Tahun 1974 -
Durcmg Semrahsa&

Haszi penelman Dr WarSito
Utomo, 'staf :pengajar ‘pada Fisipol
UGM ~bahwa

i.wo-mengungkapken
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sentrahsas1 dan otonoml tidak: dapat'

dilepaskan:dari: kepentmgan politik
dan’ ekonomi nasional yang ‘sedang
berkembang: Demikian juga penye-
rahan urusan_ke_.__D_atx__I kemidian ke
tingkat ‘II; dalam‘realisasinya ba-
nyak berhenti di Dati I. Kepenting-
an Dati I berupa perizinan yang me-
nguntungkan secara ekonomis dan
politis menghambat penyerahan uru-
san tersebut, sehingga Dati Il hanya
menerima urusan-yang-lebih meru-
pakan beban dari pada kemudahan.

Warsito mengatakan perlunya ke-
mauan :politik:: pemerintah . untuk

Hukum dan Pembanngan '

historis yang memmbulkan kemgm— :
an daerah berbagi kekuasaan. Dite- -
‘rimanya: Pancasila - sebagai ~asas
tunggal- dan sebagai:alat’ persatuan :
dan’ kesatuan t;dak perlu mu ;

dan menekankan asas desentrahsasx

daripada asas: dekonsenirasi dan tu-

gas pembantua.n terutama di:Dati IE
perlupeninjauan’ kembali pasal-pasal
Ul No. 541974 +Peninjauan pasal-
pasal ituterutama yang: berhubung—
an dengan: kedudukan-dan wewes-

nang kepala daerah; kedudukan dan

wewenang DPRD; dan urusanyang
diserahkan: kepada daerabi: termasuk
tata—nara ‘peényerahannya.
+ Konsep titik berat: otonoml dae~
rah pada Dati.lharus ditekankan ti-
daksaja pada kuantitas urusan yang
menjadi ‘wrusan:rumah: tangga- sen-
diri, tetapizjuga pemberian wewe:
nang, kemandirian® dan :kebebasan
mengurusan urusantersebut. Walau-
pun':diakui- subsidi -masih diperlu-
kan, disarankan: untuk diserahkan
dalam ‘bentuk - block-granz. - Pemda
punya kewenangan dan kebebasan
penuh-mulai dari pemikiran, perén-
canaan, pelaksanaan, pemantauan,
sampai pengawasan danlaporan.
Dengan demikian, terlihat: keperca—
yaan pusat kepada daerah. o
-+ DPalam hal pembagian pajak: disa-
rankan' dalam bentuk. tax :sharing

s TERER I 2Rk AR - ketakutan. an-kgtlm—atau-rer-levy-atan-opsen-bagi-dagraly
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- _gunaan kekuasaan danfperbuatan_ se- -

4
seienggarakan oieh Sohdantas Ma{
_hasiswa Universitas Hasanuddin be-
kerjasama dengan ELSAM dan a-
yasan Lembaga: Konsumen Sulawesi
Selatan (YEK. Su}se])
_ Abdul Hakim mengatakan pelu-
, ang penyalahgunaan kekuasaan bisa
timbul: karena pola; hubunoan kekua-
saan-yang tidak simetris, yakni ada-
ason:  Dya ketlmpangan' antara negara. (sm-
Ratsﬁkas; Konvensn 1e).dan. masyarakat 51p11 {civil soci-
Anti-penyiksaan ety). Dalam situasi negara dengan
aparaturnya- tidak:terkontrol.:oleh
-Direktur Eksekutif Lembaga Stu-  masyarakat, membuka peluang tim=
di dan, Advokasi Masyarakat (EL-  bulnya penyalahgunaan -kekuasaan
SAM) Abdul Hakim-Garuda Nusan- dan perbuatan sewenang-wenang:..;
tara, SH.LLM mengemukakan pe- +-Ada:empat- alasan ‘mengapa pe-
merintah Indonesia perlu segerame-  merintah:dndonesia perlu segera.me-
ratifikasi konvensi PBB.menentang:  ratifikasiPBB tersebut. Perrama, isi
penyiksaan . oleh:. pejabat publik:  konvensiiersebut sangat relevan un-
(United Nations Convention Against - tuk-menjawab kasus-kasus penyiksa-
Torture and Other Cruely Inhuman,  an -yang baik.langsung atau.tidak
or-Degrading Treatment or Punish--  langsung melibatkan pejabat publik,
ment). Konvensi ini-penting untuk.  antara lainseperti polisi dan.anggota.
diratifikasi menjadihukum positif di:  ABRI, yang masih:sering terjadi da~
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 lam masyarakat Indonesza_

Konvensn-:PBB tersebut menyata—
kan ‘negara- yang ikut: menandata-
ngani,  setelah ‘meratifikasi -harus
memperbalkx atau menyempurnakan
hukumi: pldana nasrona]nya ‘Hal itu
dlmaksudkan pidana’ hukum negard
yang bersangkutan memberi hukums

an setimpal ‘kepada: pejabat pubhk‘

~yang meiakukan perbuatan menyik—
Menurut-- mantan : Ketua Dewan

Pengums YLBHI inii; dalam KUHP.
yang: sekarang berlakn: tidak “ada
suatu rumusan khususdelik’ penyxk—-

saan ‘oleh:pejabat: publxk Yang ada
hanya “delik ‘penganiayaan, tetapx
tidak khusus bagi pejabat publik. -
“Dalam  rancangan ' KUHP nasio-
nal.yang-akan datang diusulkan sua-
tu pasal khusus mengenai kejahatan
penyiksaan-oleh pejabat publik. Ka-
rena pejabat publik:iturmengemban
suatu tanggung ‘jawab: vang berat

. .mereka_ melakukan penylksaan* :
‘dah ‘Sepantasnya menerima hukuman
'yang setimpal Hukuman® yang se- -
timpal akan menghmdarkan ‘peiaba

- publikpelaku penyiksaan tidak akan'

mengulangl perbuatannya 3

ngemukakan sementara’ menun

Hulum dan Pembangunan

terwujudnya ratifikasi konvensi‘anti
penyiksaan, ' “sudah -‘saatnya  kita
memperjuangkan suatu penegakan
hukum ‘dari “kaidah: kaad
yang berlaku sekarang. -
Usulan untuk meraﬁﬁkas: _
vensi - ant:-penylksaan juga*‘sudah
direkomendasikan Komisi: Nasional
Hak ‘Asasi Manusia (Komnas HAM)
pada tahun 1994 Komnas HAM j ju=
ga merekomendasi Konvensi peng-
hapusan semua bentuk diskriminasi
rasial. Namun, hingga kini belum
nampak: adanya respon pemermtah

D:deportas: Konsultan Hukum
ASmg Yang Melanggar
S Peraturan 5.

Menten Kehaklman Oetcuo Oes~
man ‘menegaskan konsultan hukum
berkebangsaan asing yang melang-
gar peraturan dan-berpraktek-ilegal
dengan - berlindung “dibalik kantor
konsultan hukum-lokal pasti segera
dideportasi ke negara asalnya. Sam-

pai saat ini keberadaan konsultan'
e KAFEAA-WEWERANGRYS;-Sehingpa-jika-—hulmmeasing-vang-bekerjr di-Tidge
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' sebagal konsultan ;ﬂegai Unruk..nu._
Keh;

asing. Konsulian hukum asing yang
akan bekezfja di Indonesia juga akan
. dlkenakan=?beberapa-- ersyaratan se—l

sultan hukum lokal.
Mentem_sepakat bahwa konsultan

"“ﬁujcal mula me.nunt:ut |imu it dlom uong keduo :
|| mendengar dengan tekun, yang ketiga foham dan

" hofal, yang keemp :’,__fmengomolkonnuq don ueng
_.}kelima.adalah mengebariuoskonnga . 4L

LMenoﬂab dehgan sibap yong baik adalah erlh bmb dampada menjanﬂtkan
- untul wektu yang -befm pasti. . '
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Di[‘jeﬂ Binawas @epartemen':‘re-
naga Ker_]a Suwarto mengungkapkan
oty ak

cangan
kerjaan ke DPR tahun ini (Kompas,
11/5/96). Materi RUU tersebut saat
ini sudah di Sekretariat Negara.
RUU ini dimaksudkan untuk meng-
gantikan UU No. 14 Tahun 1969.

_Suwarto mengatakan RUU Kete- ~
nagakerjaa tersebut: . memuat ber- s
bagal hal-.mendasar dalam peng- .
aturan ketenagakerjaan di tanah air,
antara lain keberadaan pekerja upah

pekerja dan produktivitas.

RUU Penyiaran Perlu 22 PP -

materi Rancangan Undang-undang
tentang;_Penyiaran yang saat ini se-

dang dibahas DPR, 22 dari 58 pasal *

yang dicantumkan dalam RUU pe-

Hulum dan Pembangunan

Eaksanaannya tergantung pada pes:—'
aturan ‘pemerintah (PP)." '
“Marcel ‘Beding, anggota DPR
dari Fraksi PDI, dan Muhammad
Buang, ‘anggota DPR dari FPP-
mengungkapkan pendapatnya ter-
sebut menanggapi RUU tentang Pe-
nyiaran (Kompas, 10/5196). -

“Menurut Marcel, penyerahan pe-
ngaturan lebih lanjut kepada PP
hanya akan membuat persepsi terha-
dap undang-undang itu menjadi mo-

nopoli pemerintah. Pendapat itu di-

sandarkan. pada fakta bahwa soal

STUPE sebaganmana diatur dalam

UU Pokok Pers dan pembataiannya

'yang diatur oleh PP.

“Marcel mengharapkan pengalam-

.....an dengan UU Pokok Pers jangan
~‘sampai terulang pada RUU tentang

Penyiaran.
£
“RUU Usul Inisiatif tentang

Pemxia Terancam Gagai

Fraksi PDI mengungkapkan ke-

Juni 1996




Parlememaria...... ..

"sampalkan oleh X
Haz. Namun. kesepakatan itu dlba-
talkan: menyusul hasil rapat. mtem

2 F-PDI bersedla mendukung de»
-PP diminta mengajukan Usul Im— - ngan catatan F-PP-: sepakat bersama

siatif Perubahan UU, tentang Pexm« dengan F-PDI. membentuk ur
mengkaji materx RUU Usui Imsxatxf

tersebut LY 2 PRI

.fféangan Usul Ims;anf se'ku'réng-ku-
rangnya ‘harus dxdukung oieh 2(}

| Z_Omrg yargg arzf memée[z 5u@ untu&d’zﬁam zfan a’L{an, L{an

 bykan untuk /iza.san ﬁ:marz.

_'.;.Hmunya orang munaﬁk tar%etak pada l:dahnya dan_ |
S -:Imunya seorang-mukmin *&erletak pada amalnya
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UNLAM. Fakultas Hukum Univer-

sitas Lambung Mangkurat Banjar-
masin telah menyelenggarakan cera-
mah dan dialog dengan menampil-
kan penceramah Dirjen Hukum dan

Perundang-undangan - Departemen—
.».gang dari tanggal 25 sampai 31 Juli
MCL pada tanggal 15 Juni 1996 di

Kehakiman. Dr; Bagir Manan, SH.

Bandar Lampung. Topik ceramah

pro
dangan yang aspiratif.

Dalam kesempatan ceramah di
hadapan . civitas acamica FH-

UNLAM, Bagn' Manan mengatakan' :
b______wa proses pembuatan perun-

dang undangan yang aspiratlf dapat

ditempuh' dengan beberapa jalur. =

Salah sam jalur tersebut adalah
rangkaian proses pembuatan naskah
akademis suatu rancangan undang-

Hukum Dagang d; FH UGM

Hulum dan’ Permbangisnan

.Pena!aran Hukum Perdata dan

‘UGM.‘ Fakukas Hu’ku’m Un’ivermta’s

Gadj ah Mada akan menyel engarakan

lagi Penataran ‘Hukum' Perdata dan

'Penataran. Hukum Dagang dl'Yog—

yakarta.

Penataran Hukum Perdata akan
diadakan dari tanggal 16 sampai 23
Juli-1996. Penataran Hukum Da-

1996. Kegiatan penataran akan di-
laksanakan di Hotel Galuh Anintita,

penataran dan
staf penatarnya adalah sebagai
berlkut _
. "Eksekusi Obyek Hak Tang-
- gungan: Permasalahan dan Ham-
batan", yang akan disampaikan
oleh guru besar FH UGM Prof.
“Pri Sudikno Mertokusumo, SH;
2. "Metodologi Penelitian Hukum”
dan "Beberapa Isue Hak Tang-
sungan Atas Tanah”, vang akan

undang sampai kepada pengajuan ke

dikemukakan oleh Dekan FH-
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' ";":.5-=1Nlndyﬁ Pramono; SH_MSIKam

Hukum Bapepam I Nyoman‘ T;}a-
5‘-";;ger, SH.MA; =
8.:"Mengenal PT. Khrmg Dep051t
siEfek: iadonesla (T KDEI)"

“ Peminat - penataran ‘ini- dapat
menghubung; panitia pelaksana
- Fakultas Hularn UGM
"fKampus UGM Bulaksumur

dang hukum pldana antaral-kedua'
negara.

Mereka diundang untuk membe-
rikan -ceramazh . tentang "Perkem-
bangan Hukum Pidana dalam Kon-
teks Permasalahan Ekonomi” di:
1. Fakultas Hokim Umversitas In-
:'--'-":dones:a tahggal 12 Agusms

. 2 :-'=Fakuitas Hukum Umvers;tas Sn-

tanggai 14 Agustus

3.’;-Fakultas Hukum Umversnas Pa-
djad}aran, tanggai 19 Agustus
“1996;

4.-_"Faku1tas Hukum Unxver51tas Di-

Yogyakarta 55281, © - ponegoro, - tanggal 21 Agustus

Tel. (0274) 512781 71996; dan,

dan 901280-83. 5. Fakuitas Hukum Umversnas Ai
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UNDIP Profs Dr, Satjapto Rahar-

ada ketegangan hﬁbungan éntara po—
lisi: dengan dunia. kampus karena

berbeda Polisi bertugas melakukan
pembinaan. dan pengamanan untuk
menciptakan keamanan. dan keter-
tiban masyarakat (kamtibmas),: se-
dangkan dunia perguruan tinggi-ka-
rena kesadaran intelektualnya selalu
kritis terhadap kekuasaan. yang. bisa
mempengamhz :kebebasan .unpiversi-
tas...

Pendapat Satnpto ztu dnkutgp oIeh

antara polisi .dan kampus . mengan-

daIam ' masyarakat ‘maka - kampus
atau universitas: mengandung kepe-
kaan kesadaran akan otonominya.
Berkali-kalipemerintah mengatakan
kampus itusbukan wilayah. khusus
yang perlu. mendapatkan perlakuan
khusus;. kedudukannya sama, sepertz
institusi lain:
Namun Satjipto juga. mengmgat—
kan bahwa.kampus: sebenarnya juga
tidak dengan mudah: mampusmeng-
amankan dan menertibkan wilayah-
nya sendiri. Kekayaan kampus beru-
pa hasil-hasil penelitian, arsip-arsip
kuno dan fasilitas+yang ada, meru-
pakan barang berharga yang harus
dijaga. : T

rena ity lumrah apabala hubungan
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“dalam F Pembaharuan Hukum Ekono--

mi di JIndonesia”, yang: diseleng-
garakan Fakultas Hukum
.sxtas Katohk So_e_gljap:anata d1

masyarakat hahwa seseorang yang.-_ '
- dinyatakan pailit “dibebaskan dari -
utang-utangnya”. Kesan ini timbui
baak i kaiangaﬁ kredntur maupun{- '
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polisi. Sedang
nya. Di Yogya, ;seorang pengacara pra

apakah yang dapat ditarik sementara dari potret kasus-kasus tersebui
Apakah boleh kita mengatakan, bahwa telah terjadi demoralisasi pada profesn
advokat?

Pertanyaan selanjutnya mengapa pekerj aan-advokat yang secarauniversal

tahun): yang menjadi advokat sejak tahun 980 an duduk se aga; Ketua Bi-
dang.Hubungan Luar. Negeri DPP IKADIN, menulis bahwa hal itu bisa ter-
jadi karena sesuatu yang diluar diri si advokat dan kurangnya penghayatan
profesi sang advokat itu sendiri (hal. /4). Memang jumlah advokat yang

o Juni 1996




Bar Assoczarzon) suaru organlsasx lawyers yang. dldlnkan di New York péda_
tahun 1947 dengan keang_gotaan mdxwdua! atau orgamsam dan seluruh duma 0

orec Izuman nghts and is necessary for eﬁ%mv_ 2
Zegal serwces Kebebasan advokat dltandai .dengan

puma dalam rahim }colomal namun tidak sepenuhnya mendapaikan perhatlan

b

ibun}"a":(beic Belanda); yanﬂ berjarak separuh dari lmgkaran bumi;
? itu-terlahir dalam. keadaan yatim; tetapi cukup tangguh (Daniel S.

151990} Yang mgmdxkemukakan darikonstatasi tersebut: memang kead-
vokatan Indonesia sudah-dikenal pada era penjajahan, meski wajah ‘ke-Indo-i
nesia=annya baru:lahir sefélah Belanda: memnggalkan indongsia (sesudah ke=+
merdekaan 1945). Premis:ini tidak salah; namun:penulis: menyadarkan kitg+
dengan-argumentasi 1ain; kalau yang dimaksud-adalah pengakuan. profesiini
olehvbangsa kitassendiri; maka’ wajahke-Indonesiazan sudah tumbuh sejak
tahun: 1930, ketika Bung Karno diadili-Landraid Bandung; ‘didampingiolehi
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| 262 : = | ’ = . Hukum dan"-Pémbr_zgagy}eéﬁi .

__tig' 'oran :'advokat 'prtbuma {hai 20)3.;_‘-:_ |

Yang ter_;adi saat ini, Jjustr sebahknya terdapat berbaga1 ketenman yang
cenderung menyunat: kebebasan profesi-advokat:: Pertimbangan- dasar ‘dari*'
ketentuan tersebut: memang ditujukan sebagai bentitk pengawasan, Namun,
yang patut dlpertanyakan adalah siapakah yang patut melakukannya? Sebagai:
mana umemnya:suatu profesx, terdapat pengawasan terhadap advokat, ber
sarkan kode etik (pengawasan internal) dan peraturan‘tertulis’ (pengawas
eksternal), Mengenai kode etik yang pengawasannya dilakukan oleh asosiasi-
advokat seadiri bukan fagi menjadi masalah'yang sangat serius: Sebagaimana
dikatakan oleh 'Prof Gemar Seno Adji, kode etik merupakan kompetensi'spe- -
sifik suatu badan. tertentu (dalam. hal ini‘adalah IKADIN). Sedangkan’ dalam-i‘-.
kenyataannya, peraturan tertulis seperti yang termuat dalam UU MA,;:UU
Peradilan Umum dan-SKB Ketua MA dan Menkeh, menampilkan’ peran Su:
pervisi yang sangat dominan dari:pengadilan dan pemerintah.” . <"

“Mengenai:hal: ini, terasa penulzs sangat ‘keberatan dengan: model peng--n
awasan eksternal ini, tetapi tidak mengungkapkan bahasan konstruktif menge--
nai ‘alasannya. Merujuk ‘kembali pada pendapat Prof. Oemar Seno Adji;
sesungguhnya sudah jelas perbedaan antara kode etik dan peraturan tertulis, -
baik :menyangkut siapa penegak: hukumnya, maupun sanksinya; sehingga™
terang pula pembenaran bagi bentuk pengawasan eksternal. Yang cuma disi+
tic:oleh penulis, lebih pada tingkah instansi-luar yang cenderung tidak:lagi -
sekedar mengawasi perilaku advokat, tetapi sampai mencampuri urusan aso-
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Tmbangan Buku 263 ';

siasi: advokat, ﬂml 63) yang 3ustru hal inilah. -yang. men_;adx masalah kedaa 5

baik it menyangkut kualitas maupun mtergntasnya Dengam latar buram::’
seperti itu, maka para advokat Indonesia saat ini. masih terus, betjuang.
melepaskan belenggu yang -memasung. dmny -"_Ha:aya saja patut dxcatat '

f- g :
banyak negara lam Yang pentmg, bahwa 31stem apapun yang dlplhh zde "
sebalknya datang dari kalangan advokat sendm sesual dengan karaktensit'kg

Wacana dlSliSi lam yang 3uga menank untuk dﬂxhat ada!ah penggunaan
termmologl advokat. Kata tersebut. asal—usulnya dari bahasa Belanda,. yang_ﬁ_
dalam -Blacks’s Law chtzonary diartikan "berblcara untuk- keuntungan dari
atau membela dengan argumentasi untuk seseorang”. Disamping itu, terdapat
berbagal sebutan lainnya yang telah memmbuikan kes;mpangsmran penger-.
tianbagi. masyarakat seperti: pengacara, penasehat hukum, konsultanhukum.
dan LBH. Depkeh dan MA sendiri turut merancukan istilah. dengan penggu-.
naan berbagax istilah dalam peraturan-peraturan yang dlke]uarkannya Bahkan.
dalam penyusunan RUU Advokat ada kemungkinan dibuat tingkatan antara.,
pengacara praktek, advokat dan konsultan hukum.. -

- Menelaah masalah ketiga penulis menandaskan, bahwa memﬂah-miiah :
profes1 advokat tersebut.akan menyulitkan interaksi kita dalam fora inter-

Nomor:2-Tahun XXVI




| 2§4;. T " Hukum dan Pembangumn'

m ka;tan d_e_ngax_z iBA (Intemanorzai Bar Asso:' ia-

yang “jernih mengenai. apakah Kita h grus menggunakan satu istilah mnggalf-_-_
dalam kehldupan duma advokat: Lagz pula apakah ‘hal i 1m merupakan soal

subjektif penulls sendm yang sehan—han memang berprofesa sebaga: advov
kat. Mengenai hal ini, -secara tersarat memang telah diakui oleh penulis saat
memberxkan kata - pengantamya ‘Namun-harus juga diakui, bahwa buku”
empat bab ini tidak melulu soal kepnhatman Optlmasme atas tetap kukuhnya"
profem ini di bumi Indonesia, ‘dalam starus quo ‘yang mungkin berkepan:"
jangan, padabagian-bagian tertentu ditampilkan dengan baik oleh penulisnya.
Bab I mengetengahkan profesi advokat dan perlindungan terhadap kepen-
tmgan masyarakat Bab II mengungkapkan kebebasan profesi hukum’ dan
advokat. Bab " III “menceritakan’ ‘perjalanan’ orgamsasn profw advokat di
Indonesia. Bab TV mengkomparasxkan profesi dan organisasi advokat di Asia”
serta internasionasliasi jasa hukum. Sepuluh berkas lampiran mengenai per-
aturan nasional dan internasional yang berkaitan dengan pl‘OfeSi advokat (ter-
masuk kode etik IKADIN) plus dengan daftar pustakanya, memang sangat
berharga bagi para pembaca yang mgm mengetahm lebih lanjut tentang
kerangka yuridis dunia hukum’ yang satu ini. Bagian 1mlah yang tampaknyaf
mendominasi-ketebalan buku ini (lebih dari 50%). ' -
- Yang agaknya cukup mengganggn ketika mengikuti bab demi bab buku
ini, adalah pengulangan topik bahasan atau kutipan peraturan yang tersebar
dalam banyak paragraf bab-bab yang berbeda. Barangkali hal ini dimaksud-"
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nulj emang telah - mencadzln
' 'eberapa eaxsangka “seperti: - :
B tangan pihak Tuar. dan lain-lain. ' Namun, tldak sedx%cltpun faktor_ﬁmdamemal
- (eksternal) lain’ yang mempengaruhi kelanﬁsungan hidup advokat, disinggung
seperlunya Pada satu sisi, tidak dapat kita pungkiri’ bahwa atmosfir sistem
ketatanegaraan Kita adalah mtegrahsnk vang berarti tidak munvkmnya dua
pihak duduk ‘saling berhadap-hadapan (adversary). Dalam konteks ini, pro-
fesi.advokat justru dianggap menyalahi filosofi ini, sehingga kebebasannya
»merupakan. momok-bagi. pihak lainnya. Pada sisi yang lain, -memang kita
‘tidak mengmgmkan tetapi kekhawatiran atas berubah fungsinya hukum men-
jadi "teknologi” (meminjam istilah Prof. Satjipto. Rahardjo) telah- mula
‘merasuki-semua sendi hukum, termasuk joga profesi advokat. Produk yang
dirasakan dari mesin hukum modern, misalnya dalam pengadilan, bukan lagi
kebenaran dan keadilan, melainkan "kemenangan” yang menghalalkan segala
cara. Tidakkah .manusia penyandang profesi advokat perlu:mengantisi-
pasinya, juga dengan bekal benteng moralitas yang dapat diandatkan?
Terlepas dari beberapa segi kekurangan di atas, sebagaimana diulas-oleh
Adnan Buyung Nasution dalam Kata Pengantar-nya, buku tentang ini-perlu
«disambui: karena-bukan. ‘hanya-belum. banyak buks sejenis ini yang telzh
ditulis; . melamkan juga.bahkan plofesx advokat sendiri belum dikenal luas.
Sebagai sebuah:buku pengantar yang menguraikan aspek-aspek fundamental
dari keadvokatan dan gambaran nyata dunia advokat Indonesia; tentu saja
‘buku ini perlu dan patut dibaca oleh kalangan Iuas, termasuk personil pilar
penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan keadvokatan sendiri).
Buku ini juga menjadx Denawar juga bagi para mahagiswa fakultas hukum
yang mungkin "kehausan” karena memang porsa mata-mata kuliah yang
.memrgau peran advokat minim sekah Bl s T e
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Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH- UNDIP 1994 No.
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Artikel e _
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Penulis. Nomor Ini. ... 27

Penuhs Nomo im

Edne Teet Hendratno lahir di Semarang, 27 Maret 1951 adalah staf
pengajar: pada Fakultas Hukum® Universitas Indonesia dan’ ‘Fakultas Hukum:
Umvers:tas Pancasﬂa' =Mempero]eh gelar Sarjana ‘Hukum darl Fakultas;__
; “Indonesia’ pada‘tahuri 1979, dan saat ini‘sedang
menempuh Pregram ‘Magister” Hukum (S-2) Zumsan Antropologi pada*’

Program Pascasargana Unwer31tas Indonesxa

Zuli‘a D.;oka Basukl lahn' d1 Soiok Sumatera Barat pada tangga] 26"

September 1941, memperoleh gelar Sarjand Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas Indonesia pada tahun 1967 dan mendapat gelar Magister Hukum

(8-2) dari Fakultas' Hukum Universitas: Padjadjaran Bandung -pada tahun’
1993, Saatini'menjadi stdf pengajar matakuliah Hikum Perdata Internasional’
- pada‘Fakultas Hukuom Universitas Indonesia dan’ ‘menjadi penanggung Jawab*
pada Pengabdian Masyarakat Fakultas ‘Hukum Universitas Tndonesia. Tkut:

dalam berbagai penyuluhan hukum di wilayah Jabotabek, dan pernah menjadi
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia
(LKBH-UT) untuk periode 1981-1987.

H.M. Laica Marzuki, lahir di Tekolampe, Sinjai pada tanggal 5 Mei 1941,
adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (U NHAS)
dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas
Muslim Indonesia‘ (UMI), Ujung Pandang, serta berbagai fakultas hukum
PTS dalam lingkungan Kopertis ‘Wilayah 1X. Memperoleh ‘gelar Sarjana
Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1979, dan
menempuh studi Ianjutan dalam rangka sandwich program di Leiden (1984-
1985) dan Utrecht (1989-1990), kemudian menyelesmkan studi doktor (S-3)
pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada
bulan Juli 1995,

Nomor 3 Tahun XXV




272 ‘ Hukum dan Pembangunan:

Marthinus Omba, lahir di Tanah Merah Digul, Kabupaten Merauke, Irian
Jaya pada tahun 1956. Menyelesaikan program studi Sarjana Muda dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih di Jayapura
pada tahun 1982, kemudian ‘menyelesaikan studi program Strata (S-1) dalam:
bldang yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang:
Per i'r_nenglkuu Penataran Hukum Orgamsas: internasxonal -dan Hukum_;:
Udar___dan Ruang: Angkasa tahun 1993.dan 1994 pada. Fakultas Hukuni_;-?
Universitas Padjadjaran, Bandung: Sekarang. penulls adalah .staf pengajar.
pada Fakultas Hukum Umversxtas Cendrawasxh I ayaputa Inan }'aya o

A Muhammad Asrun iahlr di ‘Ujung Pandang, 19 Nopember 1959 Mem—; '
petoleh ‘gelar Sarjana Hukum dari:Fakultas Hukum Universitas Indonesxa*
1690. Mengikuti berbagaz macam: Kursus, seminar dan lokakarya tentang:
hukum Aktif ‘melakukan - penelitian dan menulis - masalah-hukum dan,
pembanvunan pada media massa. ‘Sekarang -menjadi - staf -sekretariat
Konsorsium Ilmu Hukum dan analyst pada proyek Bank Dunia "Legal
Development: Studies”:: Penulis juga sebagal Redaktur E’eiaksana pada";
Ma_]aiah Hukum dan Pembangunan I o

F‘roz Gaft‘ar memperoleh gelar Sargana Hukum dari Fakultas Hukum Uma;
versitas Indonesm pada-tahun 1993. Selain sebagai Redaktur-Pelaksana pada:
Majalah Hukum dan: ‘Pembangunan, penulis juga bekerja sebagai analis untuk
proyek Bank Dunia. "Legal Development Studies Y- 114 i

a0

- Pendapat-pendapaf bm-u se!alu dwmgw, dan b.asanya datentang ay
ana alasan loin kecuaii bahwa mdapatpmdapat ity belum

(John m;e 1632-1708) |

S
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